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PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI SELATAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
SEKOLAH TINGGI AGAMA |SALAM (STAI) AL-AZHAR GOWA
TENTANG
PENGUATAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI
SERTA PELINDUNGAN DAN PEMANFAATAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

Nomor | W.23-HH.03.02-21/2026
Momaor :  OSSFISTAI-AGINVIZ026

Pada hari ini Jumat, tanggal dua puluh empat bulan April tahun dua ribu dua puluh

enam (24-04-2026), bertempal di Kota Makassar, kami yang berlandatangan di bawah
ini

1. Andi Basmal, 5.508., SH., . Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum
M.H. Sulawesi Selatan, yang  diangkat
berdasarkan Surat Keputusan Menteri
Hukum MNomor M.HH-85KP.03.03 Tahun
2024, dalam hal ini berindak untuk dan atas
nama Kanlor Wilayah Kementeran Hukum
Sulawesi Selatan, yang berkedudukan di
Makassar, Jalan Sultan Alauddin Nomor 191
A Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota
Makassar, selanjuinya disebul  PIHAK
KESATU.

Paraf PIHAK | | Paral FI_I-I._P.["._I1_|
&« L |

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

2 Dr My Zeenab, Lc M Thl Kelua Sekolah Tinggl Agama lslam (STAI)
Al-Azhar Gowa , yang dangkal berdasarkan
Sural Kepulusan Yayasan Al-Azhar
Makassar Nomor 0020/SK-PrYAMIANIZ02S
tanggal 23 Januan 2025 lenlang
Pengangkalan sebagai Ketua Sekofah
Tinggl Agama Islam (STAI) Al-Azhar Gowa
Masa Jabatan 01 Februan sd 31 Januan
2029, dalam hal ini berindak untuk dan alas
nama Kelua Sekolah Tingg Agama |slam
(STAI) Al-Azhar Gowa, yang berkedudukan
di JI. Tamangapa Raya Il Kel Bangkala,
Kec Manggala Kola Makassar, selanjulnya
disebut sebagai PIHAK KEDUA

Untuk selanjutnya, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama

disebul PARA PIHAK dan secara sendiri-sendin disebut PIHAK, dalam kedudukan

dan jabatan lersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai benkul

a PIHAK KESATU merupakan Unt Esslon |l pada Kemenienan Hukum Republik
Indonesia yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Kementerian Mukum
dalam daerah provinsi berdasarkan kebijakan Menten Hukum dan keteniuan
peraturan perundang-undangan; dan

b. PIHAK KEDUA merupakan Lembaga Pendidikan Tinggi yang bergerak dalam
bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dalam berbagai
disiplin iimu

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (Lembaran
Negara Republk Indonesia Tahun 2000 Nomor 242, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesa Nomor 4044)

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industn (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 243, Tambahan Lembaran
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Negara Republik Indonesia Nomaor 4045},

Undang-Undang MNomor 32 Tahun 2000 lentang Desain Tala Letak Sirkuil
Terpadu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomaor 4046),

Undang-Undang Momor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Masicnal
(Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2003 Nemor 78, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomaor 4301),

Undang-Undang Nemaor 32 Tahun 2008 tentang Kementeran Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 MNomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomar 61 Tahun 2024 tlentang Perubahan atas Undang-Undang
Momor 39 Tahun 2008 tentang Kementenian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Momor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6994);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tingg: (Lembaran
Megara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran
Megara Republik Indonesia Nomor 5336),

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 265, Tambahan Lembaran Megara
Republik Indonesia Nomor 5589},

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Palen (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomar 176, Tambahan Lembaran Negara Nomor
5922) sebagaimana lelah beberapa kali dwbah terakhir dengan Undang-Undang
Momor 65 Tahun 2024 lentang perubahan keliga atas Undang-undang Momor 13
Tahun 2016 tentang paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024
Momar 251, Tambahan Lembaran Negara Nomor T002),

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikas) Geografis
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan
Lembaran Negara Repubhk Indonesia MNomor 5953), sebagamana lelah
beberapa kali diubah lerakhir dengan Undang-Undang Nomor & Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemernntah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 lentang Cipta Kerna Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
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Republik Indonesia Tahun 2023 MNomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 684 1),

10. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 lentang Penyelenggaraan
Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggl (Lembaran Megara
Republik Indonesia Tahun 2014 Momor 16 dan Tambahan Lembaran Negara
Republik Indenesia Nomor 5500),

11, Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementenan Hukum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomaor 351),

12. Peraturan Menleri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53
Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Benta Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 638), dan

13. Peratluran Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 lentang Organisasi dan Tala
Kerja Kementenan Hukum (Benta Negara Republik Indenesia Tahun 2024 Nomor
832)

Berdasarkan hal-hal tersebul. PARA PIHAK sepakal untuk mengadakan Peranjian
Kerja Sama lentang Penguatan Trnidharma Perguruan Tingg Sena Pelindungan dan
Pemanfaalan Kekayaan Intelekiual, yang selanjulnya disebut Perjanjian Kerja Sama,
yang merupakan tindak lanjul dan Nota Kesepahaman antara Kementenan Hukum
dan Kementerian Pendidikan Tingg,, Sains, dan Teknologi tentang Dukungan
Pelaksanaan Tugas dan Fungs: di Bidang Hukum, Pendidkan Tinggi, limu
Pengetahuan, dan Teknologi Nomor M HH5HH 0405 Tahun 2025 Nomor
14VINK/PTST/2025 yang ditandalangani pada tanggal 14 Med 2025 dengan
kelentuan sebagai berikut

Fasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN
(1) Penanjian Kena Sama ini dimaksudkan sebagai landasan PARA PIHAK dalam
melaksanakan pengualan tndharma perguruan binggr sera pelindungan dan
pemanfaatan kekayaan intelektual sesuai dengan kelenluan peraturan
perundang-undangan
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(2) Penanpan Kera Sama n berujuan unluk mendukung program PARA PIHAK
dalam menngkalkan pemahaman dan mambangun kesadaran akan pentingnya
pelndungan kekayaan inlgleklual sehingga karya yang dshasilkan dan kegiatan
pendidikan,  penelikanfinovasi danfatau pelathan dan hasd pengabdian
masyarakal yang diselenggarakan cleh PIHAK KEDUA dapal dindungi dalam
sislem kekayaan inleleklual dan dapat dmanfaatkan bag kepentingan PARA
PIHAK

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Penanjan Kera Sama ini mencakup

a pelndungan dan pemanfaatan kekayaan intelekiual;

b penyebarluasan informasi, sosalisasi, danfalau disemingsi,

¢ penyelenggaraan pendidikan/pengajaran, penslian, pengkapan, pengabdian
masyarakal dan novas: sosal,

d pengembangan sumber daya manusia di bidang kekayaan inteleklual,
pertukaran data danfatau informasi di bedang kekayaan infelekiual sesuai dengan
kelentuan peraluran perundang-undangan,

i penguatan kelembagaan dan optimalisasi layanan Senlra Kekayaan Intelekiual
{Sentra KI) sebagai unil pengelola kekayaan intelekiual di lingkungan PIHAK
KEDUA

g Penempatan mahasiswa magang pada Pos Bantuan Hukum (Posbankum),dan

h kegalan-kegiatan lain yang di sepakati PARA PIHAK

Pasal 3
PELAKSANAAN
{1} Dalam rangka menindaklanjuti ruang kngkup Perjanjian Kerja Sama sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2, PARA PIHAK menyusun dokumen rencana kena yang
memual nncian kegialan, prosedur dan mekamnisme kera, serta hak dan
kewapban
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{2) PARA PIHAK masing-masing menunjuk secrang wakl sebagal penanggung
jawab pelaksanaan nncian kegatan dalam Perjanjan Kerna Sama yang disusun
dalam dokumen rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayal (1)

Pazal 4
HAK DAN KEWAJIBAN
(1) PIHAK KESATU memiliki hak

a mendapatkan maten, narasumber, dan partisipasi civilas akademika dan
PIHAK KEDUA dalam kegiatan sosialisasi, diseminas:, danfalau edukasi
pelindungan dan pemanfaatan kekayaan inlelektual di bidang pendidikan
tinggi, Imu pengetahuan dan leknologl,

b. mendapatkan masukan dan PIHAK KEDUA dalam melakukan penyusunan,
pengembangan dan pelaksanaan program pehndungan dan pemanfaatan
kekayaan intelekiual, dan

¢ melakukan koordinasi dan evaluasi secara berkala lerhadap efektmvitas tala
kelola sera capaan kinera Sentra Kekayaan Intelekiual (Sentra KIj di
lingkungan PIHAK KEDUA

d memperoleh dukungan pelsksanaan kegialan penempatan mahasiswa
magang dari PIHAK KEDUA pada Pos Bantuan Hukum (Posbankum)

(2} PIHAK KEDUA memiliki hak

a mendapatkan maleri dan narasumber dari PIHAK KESATU dalam
pelaksanaan kegiatan Tndharma Perguruan Tinggl melalui sosialisasi,
diseminasi, dan/alau edukasi pelindungan dan pemanfaalan kekayaan
intelektual,

b. mendapatkan konsultasi dan bimbingan teknis dan PIHAK KESATU dalam
melakukan penelitian dan pengembangan program kekayaan intelektual, dan

¢, mendapalkan banluan lekms, asistens: pendaflaran KI, sera imbingan
kapasitas (Training of Traners) bagi personl pengelola Sentra Kekayaan
Intelakiual (Sentra KI) dan PIHAK KESATU

d menempatkan mahasiswa untuk melaksanakan kegiatan magang pada Pos
Bantuan Hukum (Posbankum) di ingkungan PIHAK KESATLU.
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(3) PIHAK KESATU memiliki kewajiban:

a menyediakan maleri dan narasumber kepada PIHAK KEDUA dalam
pelaksanaan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggl melalu sosialisasi,
diseminasi, danfatau edukasi pelindungan dan pemanfaalan kekayaan
intelekiual;

b. memberikan konsultasi dan bimbingan teknis kepada PIHAK KEDUA dalam
melakukan peneliian dan pengembangan program kekayaan intelekiual, dan

¢. memberikan pendampingan administratif dan teknis dalam penguatan Sentra
Kekayaan Intelekiual (Sentra KI) serta memfasilitasi kensultasi pengelclaan
Kl secara berkelanjutan.

d. menyediakan lempat, pembimbing, dan dukungan pelaksanaan kegialan bagi
mahasiswa magang pada Pos Bantuan Hukum (Posbankum).

(4) PIHAK KEDUA memiliki kewajiban:

a. menyediakan mater, narasumber, dan partisipasi civilas akademika darni
PIHAK KEDUA dalam kegiatan sosialisasi, diseminasi, dan/atau edukasi
pelindungan dan pemanfaatan kekayaan intelekiual di bidang pendidikan
tinggi, itmu pengetahuan dan teknologi yang diselenggarakan oleh PIHAK
KESATL,

b. memberikan masukan kepada PIHAK KESATU dalam melakukan
penyusunan, pengembangan dan pelaksanaan program pelindungan dan
pemanfaatan kekayaan intelektual; dan

€. menyediakan sumber daya manusia pengelola, sarana prasarana
perkantoran, dan dukungan anggaran operasional secara mandiri guna
menjamin keberlanjutan fungsi layanan kekayaan intelektual

d menyiapkan, menyeleksi, dan mengirimkan mahasiswa yang memenuhi
persyaralan untuk melaksanakan kegatan magang pada Pos Bantuan
Hukum (Posbankum), sera melakukan pembinaan dan pEngawasan
lerhadap pelaksanaan kegiatan magang
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Pasal 5
JANGEA WAKTU

{1} Pananpan Kera Sama ini bedaku untuk jangka waklu 5 (ma] lahun lerhidung
sejak ditandalangani,

{2} Peranjian Kerja Sama ini dapal diperpanjang atau diakhin atas persetujuan PARA
PIHAK

{3) Dalam hal salah salu PIHAK akan mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini, PIHAK
tersebut harus memberilahukan secara lefulis kepada PIHAK lainnya dalam
wakiu paling lambat 3 (tiga) bulan sebalum Peranjian Kerja Sama ini berakhir
atau diakhiri,

(4) Peranjian Kerja Sama ini berakhir atau batal dengan sendinnya apabila
berentangan dengan kelentuan peraluran perundang-undangan.

Pasal 6
PENDANAAN
Segala pendanaan yang timbul dari Penanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada
masing-masing PIHAK secara proporsional ataw sasual kesepakatan bersama
berdasarkan ketenluan peraturan perundang-undangan

Pasal 7
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

{1) Pelaksanaan Pemaniauan dan evaluasi alas Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan
baik secara sendir-sendiri alau bersama-sama secara berkala paling sedikit 1
(satu) kali datam 1 (satu) tahun atau atas kesepakatan PARA PIHAK.

(2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditvangkan
dalam |aporan dan disampaikan kepada pimpinan PARA PIHAK sebagai bahan
pertimbangan keberlanjulan pelaksanaan Perjanpan Kerja Sama ini
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Pasal &
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Apabila di kemudian han lerjadi perbedaan penafsiren dan permasalahan dalam
pelaksanaan Penanyan Kena Sama inl, PARA PIHAK sepakal akan menyelesaikan

secara musyawarah unfuk mufakat,

Pasgal 8
KERAHASIAAN
PARA PIHAK sepakat menjaga seliap data, informasi, danfatau keterangan yang
lerkait dengan keuangan, pemasaran bisnis danlatau pelayanan yang diketahui alau
imbul berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini sebagai rahasia dan ldak akan
memberitahukan kepada PIHAK keliga manapun dengan alasan apapun s&lama dan
sesudah berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini kecuali hal-hal yang sudah merupakan
milik umum (public domain) atau diharuskan dibuka berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Pasal 10
PERUBAHAN
(1) Perubahan dan/alau segala sesuatu yang belum diatur dalam perjanjian ini akan
diatur kemudian sebagai adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kena Sama ini
(2) Apabila salah salu PIHAK akan melakukan perubahan terhadap isi Perjanjian
Kerja Sama ini maka PIHAK yang akan melakukan perubahan lersebul harus
memberitahukan kepada PIHAK lainnya paling lambal 30 (tiga puluh) hari kerja
sebelum perubahan lersebut akan dilaksanakan, dan PIHAK lainnya waijib
memberikan jawaban tertulis dalam kurun waktu tersebul,

Pasal 11
KORESPONDENMSI
(1) Setiap pemberitahuan alau komunikasi antara PARA PIHAK dilakukan secara
tertulis melalui korespondensi dalam bentuk sural danfatau sural elektronik

dengan alamal sebagai berikul’
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a PIHAK KESATU
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI SELATAN
Up Kepala Divisi Pelayanan Hukum
Alamal Jalan Sullan Alauddin Nemar 191 A Gunung San, Kecamatan
Rappocini, Kola Makassar
E-mail ekayaaninielekiyal sulsel il.com
b PIHAK KEDUA
Sekolah Tinggi Agama lslam (STAI) Al-Azhar Gowa
Up. Kepala LPPM
Alamal - JIl. Tamangapa Raya Il No. 16 Kel. Bangkala, Kec Manggala,
Kota Makassar
E-mail . 5lalalazhargowai@gmail com
(2} Apabila terdapat perubahan korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
PIHAK yang melakukan perubahan data korespondensi tersebut berkewsjiban
uniuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 7
{tujuh) hari kerja sebelum leradinya perubahan,
(3) Perubahan korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditakukan
lanpa adendum lerhadap Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 12
KEADAAN KAHAR
(1) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan PARA PIHAK atau keadaan kahar, dapat
dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan wakiu pelaksanaan tugas
pekerjaan Perjanjian Kerja Sama ini yang disepakati oleh PARA PIHAK
{2) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayal (1) dapat berupa
a. bencana alam dan nonalam,
b. keadaan keamanan yang lidak mengizinkan seperi huru-hara, kerusuhan,
demonstrasi; danfatau
c. kebijakan Pemerintah dibidang ekonomi, politik dan hukum.
(3) Dalam hal tenadi keadaan kahar, PIHAK yang mengalami keadaan kahar waijib
memberitahukan secara terlulis tentang terjadinya keadaan kahar kepada PIHAK
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tannya paling lambat 7 (lujuh) hari kera, terhilung sejak tanggal tenadinya
keadaan kahar

Pasal 13

PENUTUP
Perjanjian Kera Sama ini dibuat dengan iktikad baik dalam rangkap 2 (dua) ash,
bermeterai cukup, tertulis sama, ditandatangani, dan diterakan cap resmi PARA
PIHAK serta masing-masing mempunyai kekuaian hukum yang sama

PIHAK KESATU /-PIHAK KEDUA
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